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ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi kendala, efektivitas, dan dampak penggunaan
Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam pencalonan anggota legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten' (DPRK) di Kabupaten Bireuen. Kendala
utama yang ditemukan adalah_keterbatasan winfrastruktur internet di pedesaan,
kurangnya pemahaman_pengguna, serta kesalahan dalam pengisian data. Masalah
ini mengurangi efektivitas SIPOL, yang seharusnya 'menjadi alat untuk
menyederhanakan' proses administrasi, meningkatkan akurasi data, dan
memperkuattransparansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif.
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi
lapangan, dan analisis dokumen. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami
hambatan, efektivitas, dan dampak penggunaan SIPOL secara mendalam dalam
proses pencalonan legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPOL
meningkatkan akurasi data, menyederhanakan administrasi, dan memfasilitasi
pengawasan. Dampak positif lainnya adalah transparansi dan akuntabilitas yang
lebih baik, termasuk akses masyarakat terhadap informasi calon legislatif dan
percepatan penyelesaian sengketa. Namun, kendala seperti infrastruktur internet
yang terbatas, kurangnya pelatihan pengguna, dan kesalahan input data tetap ada.
Rekomendasi mencakup peningkatan akses internet di wilayah terpencil, pelatihan
intensif oleh KIP, serta dukungan teknis yang lebih kuat untuk partai politik, guna
mengoptimalkan implementasi SIPOL:

Kata Kunci . Polemik, SIPOL, Caleg,
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan sarana menyalurkan aspirasi rakyat untuk memilih
pemimpin baik di legislatif maupun di pemerintahan. Tidak semua pemilu
terlaksana secara demokratis, akan tetapi untuk pemilu yang terlaksana secara
demokratis_dan. menghasilkan penyelenggara pemerintahan hasil pemilu yang
memiliki legitimasi dimata rakyat. Hal ini tentu akan menjadikan pemerintahan itu
sendiri lebih efektif, mengurangi konflik dan mendapat pengakuan oleh dunia
internasional sebagai negara demokrasi. Dengan menjadi suatu negara demokrasi
mempermudah dalam pelaksanaan kerjasama negara lain dan investor asing akan
lebih percaya untuk menanamkan investasinya pada negara demokrasi, karena di
negaraini lebih stabil dan sangat minimalis konflik.

Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana demokrasi di indonesia
berdasarkan padapasal 1 ayat 2 Undang Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi
“Kedaulatan berada di tangan rakuyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang
Dasar”. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa rakyat indonesia berkedaulatan
rakyat itulah yang memegang kekuasaan negara. Proses demokrasi ini»perlu
diwakilkan dikarenakan beberapa alasan. Yang Jumlah penduduk Indonesia saat ini
sebanyak 278.905.515 jiwa per Kamis, 8 Februari~2024, berdasarkan penjabaran
Worldometer dari data terbaru PBB*. Kedua tidak semua warga negara Indonesia
peduli politik dan peduli,padahal-hal yang.-menyangkut hajat hidup orang banyak.
Ketiga tidak semua warga negara indonesiamemiliki-kemampuan merancang suatu
undang undang.

Proses demokrasi di Indonesia ditandai dengan adanya pemilihan umum
baik untukmemilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota, DPD,
memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilukada (Pemilihan umum untuk

memilih kepala Daerah). Pemilihan umum di indonesia dilaksanakan secara

! https://www.worldometers.info/world-population/indonesia-population/ Diakses pada
tanggal 29 Agustus 2024
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langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Pelaksanaan
pemilihan umum ini dilaksanakan oleh suatu badan yang dibentuk oleh negara
penyelenggara pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sesuai
dengan bunyi Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945. “pemilihan umum diselenggarakan oleh
suatu komisi pemilihan umum yang.bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki visi.menjadi penyelenggara
pemilihanumum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya
pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). dan-Jujur dan Adil
(JURDIL). Partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan
warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan
yang dapat mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik lebih berfokus pada
kegiatan yang dilakukan, dan bukan terfokus pada sikap politiknya. Partisipasi
politik memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan politikkelompok dan hak-hak
politik. Kegiatan partisipasi politik bersifat individual atau kolektif, terorganisir
atau spontan, mantap atau sporadis, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal,
serta efektif atau tidak. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara
dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya
pemerintahan,sehingga secara langsung atau tidak langsung, memang berpengaruh
bagi kehidupan masyarakat suatu negara.

Partisipasi merupakan hal yang esensial dalam negara demokrasi. Oleh
karena itu untuk mewujudkan partisipasi politik, setidaknya ada tiga hal yang harus
diperhatian. Pertama, harusada kompetisi dalam arti jabatan-jabatan publik harus
dikompetisikan. Kedua," partisipasi ~dalam’ rangka mempengaruhi kebijakan
pemerintah. Ketiga, kebebasan berpendapat, dalam hal ini pemerintah tidak boleh
menghalangi gerakan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi masyarakat.
Dengan demikian, pasrtisipasi memiliki peranan yang penting, baik bagi setiap
individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar
dari tindakan penyelewenangan yang dapat merugikan masyarakat, maupun bagi
pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi disuatu

negara partisipasi memiliki beberapa jenis dan pola, antara lain



1. Otonom, yaitu partisipasi yang dilakukan secara sadar dimaksudkan untuk
mempengaruhi pemerintah,

2. Konvensional, parstisipasi yang dilakukan secara langsung seperti pemilu
yang didalamnya ada Pemilihan,.Umum Kepada Daerah/PILKADA yang
ada tingkatan tingkatannya.dan Pemilihan Legislatif/Pileg.

3. Non-konvensional, partisipasi yang dilakukan seperti petisi, demokrasi,
dan reformasi, Digerakkan, partisipasi yang dilakukan atau digerakkan
dalam suatu lembaga yang menggerakkan, salah satunya partai politik
(parpol) yang dijadikan lembaga utama dan pembaharuan sistem mengenai
administrasi kepemiluan sudah mengalami transfromasi yang signifikan,
mulanya di Kota Surabaya pada tahun 2019 dan dampak positifnya
memudahkan akses bagi partai dan partisipasi pemilu untuk mengecek
administrasi kelembagaan.

Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan platform digital yang
dikembangkan oleh Komisi Pemilthan Umum (KPU) untuk mendukung proses
administrasi partai politik, termasuk dalam.pendaftaran‘dan pencalonan anggota
legislatif pada berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah. Tujuan utama
dari_penggunaan SIPOL adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta
akuntabilitas dalam proses pencalenan anggota legislatif. Dengan sistem berbasis
digital ini, diharapkan proses verifikasi dokumen menjadi lebih mudah dan dapat
diakses secara real-time oleh KPU maupun partai politik.?

Namun, meskipun SIPOL menawarkan berbagal manfaat, implementasinya
di lapangan tidak selalu*berjalan ‘mulfus. Salah*satu isu yang menonjol adalah
polemik yang muncul terkait penggunaan SIPOL dalam proses pencalonan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di Kabupaten Bireuen. Polemik ini
dipicu oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kendala
akses internet, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan pengurus partai
politik.?

2 putri, D. N., & Mahendra, R. (2021). Evaluasi Kinerja SIPOL dalam Pemilihan Umum
Legislatif. Jurnal Teknologi Informasi dan Pemerintahan, 12(1), 45-58

3 Harahap, N., & Siregar, M. A. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Partai
Politik pada Pemilu 2019 di Indonesia. Jurnal limu Pemerintahan, 8(2), 145-158.



Kendala infrastruktur merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi
dalam implementasi SIPOL di Kabupaten Bireuen. Tidak semua wilayah di
kabupaten ini memiliki akses internet yang memadai. Kondisi geografis yang terdiri
dari daerah perkotaan dan pedesaan menyebabkan adanya kesenjangan
infrastruktur teknologi. Hal ini membuat partai politik, terutama yang berada di
daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengunggah
dokumen persyaratan pencalonan melalui' SIPOL. Akibatnya, proses pencalonan
menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan-bagi calon dari
wilayah-wilayah tersebut.

Selain itu, keterbatasan pemahaman pengurus partai politik terkait
penggunaan teknologi informasi juga menjadi tantangan yang signifikan. Tidak
semua pengurus partai memiliki kemampuan yang memadai dalam
mengoperasikan SIPOL. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pihak terkait
menyebabkan banyak kesalahan dalam pengisian data dan pengunggahan dokumen.
Kesalahan ini dapat berdampak serius, seperti tidak terpenuhinya persyaratan
administrasi yang dapat menggugurkan pencalonan calon anggota legislatif.

Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai lokasi kajian bukan tanpa alasan.
Bireuen merupakan salah satu kabupaten strategis'di Provinsi Aceh yang memiliki
dinamika politik yang cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar dan
beragam, partisipasi politik masyarakat di wilayah ini sangat penting dalam
menentukan keterwakilan mereka di tingkat legislatif. Kabupaten ini juga memiliki
latar belakang sejarah dan budaya politik yang kuat, menjadikannya sebagai
wilayah yang relevan untuk mengkaji berbagai persoalan terkait proses demokrasi,
termasuk polemik penggunaan SIPOL.

Selain itu, Bireuen merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi
tantangan dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Kondisi ini
memberikan gambaran yang representatif tentang berbagai permasalahan yang
mungkin juga terjadi di daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. Dengan
demikian, kajian mengenai polemik penggunaan SIPOL di Kabupaten Bireuen
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan

rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara lebih luas.



Di sisi lain, pihak KPU menilai bahwa penggunaan SIPOL adalah langkah
maju menuju digitalisasi proses pemilu yang lebih modern, transparan, dan efisien.
Namun, perbedaan pandangan antara KPU dan partai politik terkait implementasi
SIPOL menimbulkan berbagai gesekan,yang perlu dicarikan solusinya.* Oleh
karena itu, penting untuk mengkaji secarammendalam berbagai polemik yang
muncul akibat penggunaan SIPOL dalam pencalonan anggota legislatif DPRK di
Kabupaten Bireuen. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang
lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dihadapi sertasmenawarkan
solusi yang adil dan efektif demi terciptanya proses demokrasi yang lebih baik dan
inklusif di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Informasi Partai Politik
(SIPOL) dalam proses pencalonan anggota legislatif (DPRK) di Kabupaten
Bireuen?

2. Apa saja kendala dan polemik yang muncul dalam implementasi SIPOL
serta bagaimana dampaknyaterhadap partai politik dan‘proses pencalonan
anggota legislatif di Kabupaten Bireuen?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Informasi Partai Politik
(SIPOL) dalam proses pencalonan anggota legislatif (DPRK) di Kabupaten
Bireuen.

2. Mengidentifikasi kendala dan polemik yang muncul dalam implementasi
SIPOL serta mengevaluasi dampaknya terhadap partai politik dan proses
pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Bireuen.

1.4. Manfaat Penelitian

4 Setiawan, B. (2023, 10 Januari). Tantangan Implementasi SIPOL di Daerah Terpencil.
Kompas. Diakses dari https://www.kompas.com
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Manfaat penelitian ini terdiri dari dua aspek yakni sebagai berikut.
1. Manfaat teoritis
a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan ilmu politik, khususnya, mengantisipasi masalah

masalah yang terjadi
menjadi referensi baru
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